
1 

 

 

 
 
 
 

WALIKOTA  KEDIRI 

PERATURAN  WALIKOTA KEDIRI 

NOMOR   55    TAHUN  2015 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  

PERIODE TAHUN 2014-2019 

 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan dalam 

Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Kediri Periode Tahun 2014-2019;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota  Besar dalam Lingkungan  Propinsi    

Jawa  Timur, Jawa Tengah,  Jawa Barat   dan  dalam Daerah 

Istimewa Yogyakarta  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 45);  

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor  182, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor  5568); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007  (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4712); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59  Tahun 2007; 

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 

Tahun 2007; 

 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI PERIODE TAHUN 2014-2019. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kediri.  

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri. 

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kediri. 

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

anggota DPRD Kota Kediri dan telah mengucapkan sumpah/janji 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Tunjangan Perumahan adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang 

disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah 

Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah 

dinas Anggota DPRD. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

dimaksudkan untuk mengganti biaya karena belum tersedianya rumah 

jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD. 

(2) Pemberian tunjangan perumahan bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD. 

 

BAB III 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 3 

 
(1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD sebesar  Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah); 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah); 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);  

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal   

2 Januari 2015. 
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(3) Tunjangan perumahan diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, 

kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. 

 

BAB IV 

SUMBER BIAYA  

Pasal 4 

(1) Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi 

Pimpinan dan Anggota DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Kediri. 

(2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap 

tahun sesuai kemampuan keuangan daerah. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

                     Ditetapkan di Kediri 

      pada tanggal 8 Desember 2015 

             WALIKOTA KEDIRI, 

                                                                                       ttd. 
      

        
             ABDULLAH ABU BAKAR 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 8 Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

                 ttd. 

 BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 55 

 
  

Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
                 ttd. 

 

MARIA KARANGORA,S.H,M.M. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19581208 199003 2 001 
 

 


